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BAB 1

PERKEMBANGAN SEBAGAI
~ PENYEMPURNAAN HUKUM
S ACARA PIDANA

KUHAP sebagai salah satu sumber utama dalam hukum acara
pidana berasal dari warisan kolonial yang telah berumur puluhan
tahun. Telah lamanya usia KUHAP sebagai pedoman dan rujukan
utama dalam hukum acara pidana, menyebabkan terjadi berbagai
problematika dalam penerapannya. Untuk menanggulangi problematika
yang ada, diperlukan adanya perkembangan hukum acara pidana sebagai
penyempurnaan hukum acara. Perkembangan hukum acara merupakan
salah satu solusi dalam permasalahan klasik yang ada dalam hukum
acara pidana. Bagaimana membuat ketentuan-ketentuan dalam hukum
acara pidana dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Sebelum membahas lebih lanjut, apa saja perkembangan hukum acara
pidana yang ada sebagai bagian dari penyempurnaan dan menjawab
kebutuhan hukum oleh masyarakat, akan dijabarkan terlebih dahulu
sebagai berikut.

A. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sejarah adanya hukum acara pidana di Indonesia jauh telah ada sebelum
masa penjajahan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional.
Hukum Acara Pidana tersebut menjadi bagian dari hukum adat yang




i asing-
dijalankan oleh pemerintahan raja-raja yang ?erkuasa ;11 \V;L?lea}i’n“;uku -
masing pada waktu itu. Hukum adat 'SE!I'ldlrl merupaxan aktu yang lama
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nands Reglement gty disingkat Hpp Untuk orang pribumi dan ASla
151N seperti Cing, Arab, dap lain-lajp, sedangkan gurltl.lk bangsa Er°P

i
berilaku Regg?ementof strafvordering (HUkum Acara Pidan a) dan reglenferl
of ; e burgeliike recht Vordering (hukup acara perdata), Sementard jtus
ada ot '
intinya meny:;k;nn 8 g PR - 1 Tahun 1941, yanflg, [1} k
¢ . Sl t
bertentanga, dengan atur:n ;e:; Pemerintah tetap diakui as

erintah Militvs:rJtEp&ng'4
'Riadj

adl Asra Ra dar
2019), hlm, 19" ™, Hukyp, Acara Pigay, (Depok: PT RajaGrafindo Per”
ZTakdir,M . : 2
3R‘SUP0H18;_EBB:;_£};;“1 Pidang, Uakarty. Laskar Perybahan 2013), hlm'gzl).
hlm, 112-114 “htang Hukumﬂ.dac a ::t elgu ; ;:I: Paramita: 1
And: ’ a: Pradn
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Era penjajahan di Indonesia ditandai dengan pembacaan Proklamasi
yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menandakan lahirnya Negara
Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan UUD 1945
sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Pancasila.’ UUD
1945 sebagai hukum dasar, di dalamnya memuat aturan peralihan,
yakni Pasal II Aturan Peralihan. Pada ketentuan aturan peralihan
mengamanatkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada
masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan ini kemudian dipertegas
dengan Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor: 2 Tahun 1945 pada
tanggal 10 Oktober 1945 yang menentukan bahwa segala badan-badan
Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku
asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.® Dengan
kedua peraturan tersebut, hukum acara pidana yang ada sejak zaman
penjajahan tetap berlaku pada masa kemerdekaan, karena belum adanya
peraturan yang memuat hukum acara pidana yang baru.

Kemudian, berdasarkan UU (drt) No.1 Tahun 1951, telah
menghilangkan dualisme struktur peradilan di Indonesia dan terbentuk
pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia tanpa ada pembedaan
golongan dalam pemberlakuannya. Implikasi berlakunya UU (drt)
No.1 Tahun 1951 telah memberlakukan unifikasi hukum untuk
menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pada
semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
Kemudian, Pasal 1 telah menentukan dihapuskan dan tidak berlaku
lagi sembilan badan peradilan yang berlaku pada masa sebelumnya.
Kesembilan badan peradilan tersebut, yaitu Mahkamah Justisi di
Makassar dan alat Penuntut Umum padanya, Appelraad di Makassar,
Appelraad di Medan, segala Dilan kepolisian dan alat Penuntut umum,
segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah), segala Pengadilan
Kabupaten, segala Raad Distrik dan segala Pengadilan Negorij di
Maluku.”

*Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, (Medan: Manhaji Medan,
2020), hlm. 11.

®Riadi Asra Rahmad, Op.cit.,, hlm. 19.
"Fauziah Lubis, Op.cit., hlm. 12.
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